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ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERATASAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (BEGAL)

(Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hampara Perak)

Novi Andiani *
Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D**
M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum **

pencurian dengan kekerasan (BEGAL) atau ancaman kekerasan merupakan
suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. begal sebagai kejahatan
konvensional justru telah menjadi suatu fenomena kejahatan yang sampai saat ini
masih meresahkan masyarakat Indonesia dimana dari kejahatan pembegalan ini
dilakukan di jalan dengan cara merampas atau pencurian kendaraan bermotor
biasanya pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api, senjata tajam
dan lain sebagainya dimana dalam pelaksanaannya biasanya terdapat di jalannan yang
sunyi.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi
pidana bagi pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan (BEGAL), faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan
bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak dalam
menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hamparan
Perak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan melihat sifat dan jenis
penelitian yang dimana peneliti meneliti sifat penelitian tentang manusia dengan
seteliti mungkin serta meneliti hukum empiris pada aksinya, Serta jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer, sekunder, dan
tresier.

Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah
Hamparan Perak telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor Hamparan Perak
dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang-
Undangan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolosian
sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Upaya, Kepolisian, Pemberantasan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan
Kekerasan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi lImu Hukum UNPAB Medan
** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi IImu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing | & 11
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap
tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan
yang bersumber dari hukum, agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati
dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan  keamanan,  ketertiban, kesejahteraan  dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut R. Abdoel Djamal mengemukakan bahwa: Hukum tidak otonomi
atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari
keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat
menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi
kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.!

Kompleks perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang
terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak
langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal
yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan

dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera

1 R.Abdoel Djamal, Pengantar llmu Hukum Indonesia, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta,
2008, hal. 26.



mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan
terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara
anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut
menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan
peristiva hukum.?2 Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para
anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin
keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam
masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan
antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas
kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh mentaatinya, meyebabkan terdapatnya keseimbangan
dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan
hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan
hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi
terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan demikin
hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan

hukum harus pula bersendikan pada keadilan.

2 Chainur Arasjid, Dasar-Dasar IImu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 133.



Lembaga Penegak Hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam
suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatau
keadilan®. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu
lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.
Tugas Pokok Polri diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan
pelayanan masyarakat.

Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut
tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila prilaku itu dinilai sebagai prilaku yang jahat
dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh
sanksi sosial dari masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya
istilah ini tidak di atur dalam hukum positif indonesia, melainkan sebuah istilah
yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi
sebuah istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegah korban dijalan dan
melakukan perampasan harta korban.*

Adapun dalam Koridor Hukum positif, aksi begal dikenakan Pasal 365
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai pencurian dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan. Suatu hal menarik, begal sebagai kejahatan

% Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher,
Bandar Lampung, 2014, hal.1.

4 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum Dan Tata Negara, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2010,
hal. 27



konvensional justru telah menjadi suatu fenomena kejahatan yang sampai saat ini
masih meresahkan masyarakat Indonesia dimana dari kejahatan pembegalan ini
dilakukan di jalan dengan cara merampas atau pencurian kendaraan bermotor
biasa nya pelaku melakukan aksinya di jalan yang sunyi dan minim penerangan
membuat pelaku begal sering melancarkan aksi nya.®

Contohnya Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (begal) bersenjata
air sofgun berhasil ditangkap Polsek Hamparan Perak di pasar 1V dusun Il desa
Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak petugas berhasil menyita barang bukti
berupa 14 unit sepeda motor dan 28 plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB) dan dua pucuk senjata jenis softgu, para tersangka yang dimaksud ialah
Abdul Halim (36), Khairuddin Siregar (62), Herianto (45) dan Ramli (44).° Maka
perbuatan para tersangka tersebut dijerat Pasal 365 ayat 1 KUHPidana dengan
ancaman 9 tahun penjara.

Alasan penyusun mengangkat dan membahas mengenai “Upaya Kepolisian
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)”
karena kejahatan begal ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat bukan
hanya secara materi tapi dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang selain itu
kasus begal ini semakin marak dengan banyaknya korban yang berjatuhan dan

semakin sadis. Pihak kepolisian sudah sangat adil dalam menghukum pelaku begal

5 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Karya Nusantara-Bandung,
2008, hal. 249-250

® Hasil wawancara dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kepolsek Hamparan Perak, Sabtu 11
Mei 2019 Pukul 10:50 WIB



tetapi masih ada aja kejahatan begal tersebut, kemungkinan pelaku begal
melakukan tindak kejahatan ini dikarena kan keluarga yang kurang harmonis,

keluarga broken home yang membuat depresi, dan tingkat ekonomi yang rendah.

No. | tahun Jumlah tindak pidana
1. | 2016 9 Kasus
2. | 2017 7 Kasus
3. |2018 4 Kasus
4 2019 1 Kasus

Hasil wawancara dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kepolsek Hamparan Perak, Sabtu 11 Mei 2019
Pukul 10:50 WIB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hamparan perak tindak
pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah bermajalela sehingga meresahkan
masyarakat, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan
kejahatan yang sangat kejam dan sanksi yang telah ditetapkan dalam praturan
perundang-undangan sangat berat. Namun pelaksanaan tindak pidana tersebut
masih bermajalela sehingga walaupun sangksi pidana telah ditetapkan pemerintah
harus lebih keras melaksanakan tugasnya lebih ketat seperti membentuk tim dalam
pengawasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dikarenakan tindakan pencurian dengan kekerasan merupakan suatu
tindakan yang meresahkan masyarakat di sekitar Kecamatan Hamparan Perak dan
menuangkannya kedalam bentuk Skripsi dengan Judul: “Upaya Kepolisian
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

(Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Hamparan Perak).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang diangkat

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan
kekerasan?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pencurian dengan
kekerasan (Begal)?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak dalam
pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di wilayah

sektor hamparan perak?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan (Begal).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana pencurian
dengan kekerasan (Begal).

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak
dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di

wilayah sektor hamparan perak.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam
penelitian hukum ini sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat Teoritis ini berupa pengembangan dari ilmu pengetahuan
wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.
2. Manfaat Akademis
Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program
sarjana hukum diUniversitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum
dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian
Penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) telah
banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan
peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain :



1. Hawani Lubis (2018) meneliti upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku
tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) (studi di polsek medan
sunggal), dengan rumusan masalah yaitu:’

a. Apa faktor penyebab terjadi nya tindak pidana pencurian dengan kekerasan
(begal) ?

b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan (begal) ?

KESIMPULAN:

Bahwasan nya dari pembahasan-pembahasan yang telah di uraikan pada
bab-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan Kejahatan Tindak Pidana
Begal Semakin Marak Terjadi Di Tengah Kehidupan Masyarakat:

1) Dikatakan oleh S. Freud, syarat pertama dari budaya adalah keadilan, dan
apabila individu merasa rasa keadilan nya di perkosa, maka perasaan
frustasinya akan mendorongnya terutama sekalia untuk melakukan
perbuatan agresi. Mengalami perubahan sosial yang cukup pesat di samping
pengaruh industrialisasi dan globalisasi, Kepadatan Penduduk, hubungan
antara kejahatan dengan kepadatan penduduk banyak dipelajari orang dan
tampaknya lebih mudah menganggap bahwa semakin padat penduduknya

semakin besar kejahatannya. Kepadatan Penduduk telah dipelajari terutama

" Hawani Lubis, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan (Begal) (Setudi Polsek Medan Sunggal). Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Pancabudi, Medan, 2018.



dalam hubungan dengan daerah yang luas seperti seluruh negara atau
provinsi. Gambaran yang menyeluruh tersebut sebenarnya telah mengingkari
perbedaan-perbedaan internal yang ada di daerah-daerah yang bersangkutan.

2) Selain itu kejahatan timbul dari masyarakat itu sendiri dimana masyarakat
cenderung apalagi wanita suka memakai harta benda yang mencolok
sehingga menjadi sorotan atau memancing timbulnya niat kejahatan seperti
memakai perhiasan yang berlebihan disaat bepergian membawa uang tunai,
menggunakan smartphone dijalan, di luar rumah sampai larut malam untuk
melakukan kegiatan yang tidak terlalu penting dan kadang kurang waspada
dan mawas diri terhadap jalan atau daerah sepi yang rawan menjadi tempat
kejahatan tindak pidana begal.

3) Faktor ekonomi awalnya kemiskinan merupakan pilihan hidup seseorang
atau sekawan komunitas untuk memilih realitas berdasarkan pada nilai
tertentu. Kemiskinan yang semula sebagai pilihan sukarela menjadi pilihan
terpaksa, munculnya kejahatan nasionalisasi. Akibatnya, masalah
ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian tetaplah bertahan.

Dan itu berarti formasi kemiskinan tetap juga bertahan.
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2. Sitti  Syahrani Nasiru (2016) meneliti Tinjauan Viktimologi Terhadap
Kejahatan Begal (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2013-2015), dengan
rumusan masalah yaitu:®
a. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan begal di Kota Makassar?
b. Bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian

dalam menanggulangi adanya korban kejahatan begal di Kota Makassar?

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik
sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

1) Peranan korban dalam terlaksananya kejahatan begal adalah karena adanya
faktor kelalaian korban dalam mengamankan barang bawaannya, kurangnya
kewaspadaan sehingga seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal
tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban, dan seringnya
keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak sadar melintasi
jalan yang sedang sepi.

2) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan
begal terdiri dari dua bentuk, yang pertama yaitu: upaya preventif, upaya
yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan
penyuluhan hukum melalui SABHARA dan BINMAS, sosialisasi melalui

berbagai media dan melakukan koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga

8 Sitti Syahrani Nasiru, Meneliti Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus
di Kota Makassar, 2016.
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pemerintah maupun non pemerintah. Upaya yang kedua adalah upaya
represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya
tindak pidana dengan menindak lanjuti setiap laporan kejahatan begal.

3. Hendriawan (2017) meneliti Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang
Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek DeliTua), dengan rumusan
masalah yaitu:®
a. Apakah faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan

bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polsek
DeliTua?

b. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Polsek DeliTua dalam
menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan
(begal) yang dilakukan oleh pelajar?

KESIMPULAN :

1. Dari sudut pandang kriminologi, ada tiga faktor yang menjadikan pelajar
melakukan begal motor :

a. Faktor sosiologis (status ekonomi dan pengaruh bujukan teman)
b. Faktor psikologis (konflik keluarga (broken home) dan kurangnya

penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.

® Hendriawan, Meneliti Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan
Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek
DeliTua), 2017.



12

c. Faktor biologis (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar
dan salah)
2. Upaya penanggulangan kasus begal motor oleh pelajar di jajaran Polsek
Delitua ditinjau dari konsep kriminologi meliputi :
a. Pre-emptif : sosialisasi kepada pelajar (hukum, seminar dan dialog).
b. Preventif: patroli dan sweeping.
c. Pepresif : pengembangan penyidik melalui begal motor yang sudah

ditangkap.

F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Upaya

Pengertian upaya dalam kamus etismologi kata upaya memiliki arti yaitu
yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu maksud memecahkan
persoalan, dan mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta’ Upaya adalah
usaha untuk menyampaikan maksud, akal dam ikhtisar. Upaya merupakan
segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta

manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan!® Sedangkan dibuku lain menjelaskan

10 Muhammad Ngajenan, Kamus Etismologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize,
2011), hal 177
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bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai
suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.!!

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana
dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah sesuatu
yang dengan cara, metode atau alat penunjang lainnya. Dari pengertian diatas
bahwa, dapat disimpulkan pengertian dari upaya adalah sesuatu kegiatan atau
usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu
masalah.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau (Polri)

Kepolisian dinegara mana pun selalu berada dalam sebuah dilema
kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan antara
kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatau Negara Sangat di
pengaruhi oleh sistem politik serta control sosial yang diterapkan. Kepolisian
beralih status menjadi jawatan tersendiri dibawah langsung perdana Menteri.
Ketetapan pemerintah tersebut menjadikan kedudukan polisi setingkat dengan
Departemen dan kedudukan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia
(kapolri) setingkat dengan Menteri.

Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni,
suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi

negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2015), hal. 995
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jawab lembaga atau kuasa perundang-undangan (atribusi) untuk
menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada
masyarakat 2.
3. Pengertian Pemberantasan
Pemberantasan adalah  proses, cara, perbuatan memberantas.
Pemberantasan memiliki 2 arti. Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas.
Pemberantasan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan
pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti
dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan
nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.*3
4. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa indonesia,
untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” atau “delik”.
Dismping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa
sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”. “perbuatan pidana (Moeljatno)”.
Peristiwa pidana, Menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum

dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat

25adjijono, Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan
Rekronstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan, LaksBang Pressindo, 2017, hal. 36
Bhttp://www.apaarti.com/pemberantasan.html, diakses tgl 01 Oktober 2018, pkl 14.11 WIB.
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dipertanggungjawabkan.!* Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang
dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa
sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana atau bukan adalag apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau
tidak.®® Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan
hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung-
jawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku. Tindak pidana merupakan
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan
atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau
merugikan kepentingan umum. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia
diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia bahwa suatu tindak pidana adalah

pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang Hukum lain, yaitu Hukum

14 Moeljatno, Perbuatan Pidana, Balai Pustaka, Semarang, 2010, hal.
15 Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, Volume 3
No. 1 Jurnal IImu Hukum, 2011, hal. 58
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Perdata, Hukum Ketatangaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang
oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap
harta benda yang tidak lajim terjadi dinegara-negara berkembang, selanjutnya
dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya
merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Dalam beberapa
Pasal Ketentuan Hukum Pidana (strafbepaling) disebutkan sebagai salah satu
unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu: “wederrechtelijkheid” atau sifat
melanggar hukum. ada kalanya dengan penyebutan perbuatan pidana yang
bertentangan dengan tata dan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum?®,
Ditekankan, bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu
bagian dari suatu tindak pidana ‘“Pencurian” oleh pasal 362 K.U.H.P
disebutkan, bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan
(oogmerk) untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum'’.Pencurian
berkualifikasi,  pencurian  terbobot, pencurian dengan  pemberatan,
gequalificeerde diefsal. Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak
pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat
melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh

orang yang mampu bertanggung jawab.

16 Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru,
Jakarta 2009, hal. 35

17 Wirjino Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Eresco Jakarta-
Bandung, 2011, hal. 10
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Kejahatan begal ini merupakan masalah baru yang pelakunya harus diberi
hukuman yang tegas karena pelaku bukan hanya saja merugikan korban secara
materi dapat membahayakan nyawa korban dan juga rasa ketakutan yang
berlebih membuat mental korban yang menjadi trauma, yang juga pelaku mau
melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban nya sehingga
sangat meresahkan masyarakat dan meminta para penegak hukum harus
memberikan hukuman yang tegas sama seperti kasus-kasus perampokan
sehingga memberikan efek jera bagi pelaku begal itu sendiri.

Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu ¥ Thomas
More menceritakan bahwa hukuman berat yang di jatuhkan kepada penjahat
pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang
terjadi untuk itu, perlu dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan nya.
Melihat pada kondisi-kondisi structural yang ada didalam masyarakat dan
menempatkan prilaku menyimpang dalam ketidak merataan kekuasaan,
kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan
ekonomi.

Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi  mempunyai
pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Antara lain di pengaruhi oleh faktor
ekologis dan kelas. Seperti pada pembicaraan tentang teori-teori kelas,

seringkali sulit untuk menentukan apakah frustasi khususnya diantara

8Thomas More, Hukuman Berat, Jakarta, Aksara Baru, 2008, hal. 15
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kelompok-kelompok kaula muda lebih di pengaruhi oleh kurang nya
kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial keatas atau karena kurang nya
kesempatan untuk memperbaiki status ekonomi atau kedua-duanya. Begitu pula
teori ekologis berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi, misalnya hubungan
antar kota dan desa emigrasi dan daerah kejahatan.

(KUHP, Pasal 363 dan Pasal 365). Pencurian yang didahului, diikuti,
disertai dengan kekerasan, atau dilakukan ditempat dan waktu tertentu.
Misalnya, waktu malam hari dirumah atau pekarangan terutup yang ada
rumahnya?®,

5. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun,
sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti
perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan
sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang
dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam
dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan
pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasari biasanya pengendara
sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok

dengan cara paksa menggunkan kendaraan bermotor dan senjata tajam?.

19 Jur. Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika JI. Sawo Raya No. 18,
Jakarta, 2008 hal 38
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Balai Pustaka.
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Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 365 (1)
KUHPidana yaitu pencurianyang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap  tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetapmenguasai barang yang dicuri.?

G. Metode Penelitian
Pengertian penelitian secara umum oleh para ahli, adalah : suatu penyidikan
terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta
untuk menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yang digunkan dalam
proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat derkriptif analitis
karena memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala
lainnya dimana bertujuan untuk memproleh data mengenai hubungan antara
satu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat

bagaimana implementasi ketentuan hukum empiris dalam aksinya.

3. Metode Pengumpulan Data

21 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanna, Alumni Ahaem-
Petehean, 2010, hal.58
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Penelitian ini  menggunakan metode Penelitian Lapangan (Field
Research). Metode lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi
tempat penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan
melakukan :

a. Observasi Di Polsek Hamparan Perak (pengamatan), yaitu mengamati
kondisi lapangan nyata.

b. Dengan Melakukan Wawancara (interview) kepada penyidik pembantu yaitu
dikantor Polsek Hamparan Perak.

. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara

atau observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh
peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari Dokumen-dokumen resmi berhubungan dengan
objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan perundang-
undangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini mencari
kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk menemukan

gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu kumonitas atau perkumpulan
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masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah
mengenai angka-angka meliankan fakta-fakta, kasus-kasus yang berhubungan
antara variabel terhadap tindak dan pemberdayaan oleh kepolisian sektor
Hamparan Perak dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan (Begal) di kepolisian sektor Hamparan Perak. Proses analisis

dilakukan dengan cermat hasil penelitian yang valid dan reliabel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) Bab dan
terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan
secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika
penulisan skripsi secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab | Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian
penelitian, tinjauan pustaka, yang memukakan beberapa definisi, rumusan masalah
dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberikan batasan
dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari
skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan menguraikan
sistematika penulisan Kripsi.

Bab Il Berisikan bagaimana pengaturan snksi pidana bagi pelaku begal, bab

inin secara khusus membahas mengenai, “Pengaturan Hukuman Terhadap Pelaku
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Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Menurut Undang-Undang (KUHPidana)
Tentang Kejahatan Tindak Pidana Begal, Akibat Yang Ditimbulkan Dari
Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal), Sanksi Pidana
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).

Bab Ill Berisikan Yang mempengaruhi faktor-faktor seseorang melakukan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal), bab ini secara khusus
menguraikan faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
pencurian dengan kekerasan, faktor pendidikan yang kurang hingga seseorang
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta faktor lingkungan
masyarakat yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan.

Bab IV Berisikan peran kepolisian sektor hamparan perak dalam
pemberantasan tindak pidana begal, bab ini secara khusus menguraikan Tugas Dan
Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kendala Yang Di Alami Polsek
Hamparan Perak Dalam Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan (Begal), serta peranan kepolisian sektor hamparan perak dalam
pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab V Berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.



BAB Il

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengaturan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan

(Begal) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Tentang Kejahatan Tindak Pidana Begal).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat
bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau
dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata
kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan
adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang kurang baik, dapat
merugikan masyarakat dan juga merugikan sipelaku itu sendir jika terbukti
melakukan tindakan kejahatan sehingga dijatuhkan hukuman atas apa yang
dilakukannya berdasarkan pelanggaran/perilaku yang dibuatnya melanggar
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti pencurian, penganiyayan,
pembunuhan dan lain-lain. Kejahatan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian

tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu :?

22 Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi

Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal, VVol. 5/ No. 1/ Juni 2016, hal. 85
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1. Pembagian Kejahatan diususun dalam Buku II KUHP, didalam KUHP

kejahatan digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu :

a.

Kejahatan Terhadap Negara.Kejahatan Terhadap Negara misalnya
penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam
Pasal 104 KUHP, penganiyayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
terdapat pada Pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap Presiden dan
Wakil Prersiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.b.Kejahatan Terhadap
Harta BendaKejahatan terhadap Harta Benda misalkan Pencurian pada
Pasal 362 s/d367 KUHP, Pemerasan pada Pasal 368 s/d 371 KUHP,
Penipuan pada Pasal 406 s/d 412 KUHP

Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang pisikhologi sosial sebagai
suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana
pelaku menjadi anggotanya.

Radeliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran usage
(tatacara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidan.

Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang
memperoleh tentangan dengan sadar diri Negara berupa pemberian
penderitaan (hukuman atau tindakan).

Paul Tappan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa
kejahatan adalah : An intentional act infiolation og the criminal law,

(statutory or case law), commited without deffence or excuse, and panaziled
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by the state as a felony and misdeminor. Tindakan pelanggaran terhadap
norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis deminor
(secara kesengajaan maupun kelalaian).

f. Menurut Sue Tutis Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan,
maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah anatara lain:

g. Kejahatan adalah suatu tidak sengaja atau ommisi. Dalam pengertian ini
seorang tidak dapat dihukum hanya karena fikiranny, melainkan harus ada
suatu tindakan atau kealpaan dalam berindak.

1. Merupakan pelanggaran hukum pidan

2. Yang dilakukan tampa ada suatu pembelaan atau

3. pembenaran yang diakui secara hukum.

4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelnggaran.

h. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku
yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan
Negara dan kaeran perbuatan itu Negara beraksi, dengan hukuman sebagai
suatu upaya untuk mencegah dan memberantasnya

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan
masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya
kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang
sama terkait kejahatan begal, pelaku begal seolah bebas berbuat tampa ada yang

menghentikannya, padahal jika kita merenung Negara yang baik adalah Negara



26

yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta diatas
lalu bagai mana penegakan hukum terhadap tindak pidan pembegalan, agar
masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Perbutan yang dilakukan oleh pelaku begal merupakan kejahatan yang
bersifat merampok, mencuri, merampas hak orang lain dengan secara paksa. Dan
begal hanylah bahasa khusus yang beredar di lingkungan masyarakat, dalam
membedakan karena begal hanya dijalanan dan pada pengendara sepeda motor
orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai
membunuh korban-korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilihat bahwa pencurian dengan
kekerasan (Begal) termasuk dalam pasal 365 KUHP;

“Diancan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahukui disertai ataun diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan
pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan pencurian yang mempunyai
unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena

ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi

diberatkan.®®

2 pP.A.F. Lamintandan Jisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan
terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung: Nuansa Aulia, 2010,
him. 67.
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Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan
bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat,
karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila
tergabungnya unsur-unsursebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362)

2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1)
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang

4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu

5. Ditambah salah satu dari:

a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni
dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat
kediamannya, atau

b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan
kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu,
memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas,
mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam
pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai

dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:

24 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia, 2013, hal. 39



28

Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah
pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya
adalah pembunuhan.
Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak
ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal
339 adalah dituju atau dikehendaki.
Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada
pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada
pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak
pidana lain.
. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana
mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.
Sedangkan persamaannya, adalah:
1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada
masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
a) mempersiapkan dan atau
b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
c) apabila tertangkap tangan, maka:
1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskandari

pemidanaan (339).



29

2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan
itu.
2. Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan
setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung?®

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365
KUHP juga merupakan gequlificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan
kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan.
Artinya pasal 365 KUHP merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri. Yaitu
artinya suatu pencurian yang dimana dalam melakukannya dengan keadaan yang
memberatkan. Karena dalam pelaksanaannya telah menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap orang-orang sekitar seperti yang telah dimaksut
dalam rumusan pasal 365KUHP.%

Selain Pasal 365 KUHP tindak Pidana kejahatan begal juga dapat
diikutidengan Pasal 53 KUHP yaitu percobaan melakukan kejahatan, karena
banyak pelaku begal yang tertangkap saat mencoba melakukan kejahatan dan juga
di tuntut dengan Pasal 338 jika korban mengalami kematian, dalam tindak
kejahatan begal tidak jauh berbeda dengan perampokan banyak kita

lihat dalam tindak kejahatan begal aksi begal yang mengakibatkan korban

mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Dan apabila pelaku

25 1bid, hal. 39-40
26 p.AF. Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika,
2013, hal, 56-57
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tindak pidana kejahatan begal dalam melakukan kejahatan menggunakan alat
bantu yang dapat mempercepat, mempermudah, aksinya dengan menggunakan
senjata baik itu senjata tajam dapat dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No
12 tahun 1951 dengan ancaman penjara selama dapat dihukum dengan hukuman

mati, dan hukuman penjara seumur hidup dan paling singkat dua puluh tahun.

B. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan
Kekerasan (Begal).

Pencurian dengan kekerasan (begal) yang terjadi di jalanan atau terjadi
dilingkungan masyarakat merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi, yang
dimana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam aksinya
menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Target bagi pelaku melakukan
tindak pidana tersebut biasanya memilikitarget sasaran seperti merampas harta
benda korbannya seperti Handphone, tas, motor dan lain sebagainya. Modus
operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti
watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan, misalnya pelaku kejahatan yang
berdarah dingin, dia mempunyai kecenderungan berbuat kejam kepada korbannya
seperti menyekap korban, melukai bahkan membunuh korban.?’

Dari uraian diatas dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan

kekerasan dapat menimbulkan ketidak percayaan atas daerah yang rawan

27 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laks Bang Grafika, Jugjakarta, 2013,
hal. 85
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terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, keresahan terhadap
masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari, menimbulkan luka-luka terhadap
korban serta terauma terhadap korban dari tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.

1. Daerah Atau Tempat Yang Tercemar

Kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan (begal) pada umumnya akan memilih daerah-
daerah yang sepi sehingga dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut mudah
untuk dilakukan seperti didaerah sepidari pemukiman masyarakat, sehingga
orang yang hendak melewati daerah yang rawan akan henggan untuk melewati
daerah tersebut.

Dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan didaerah
yang rawan akan mengakibatkan kurangnya kemajuan dari wilayah yang terjadi
tindak pidana, sehingga dalam pemasukan barang baik yang pokok maupun
kebutuhan dalam masyarakat semakin berkurang. Seperti contoh ketika
seseorang hendak berjualan atau menjalankan bisnisnya menjadi terhambat
diakibatkan karna jalur dalam melaksanakan bisnis tersebut akan melewati

wilayah yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.?®

28 Hendra Akhdiat-Rosleny Marliani, Psikologi Hukum, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011.
hal. 186
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2. Keresahan Masyarakat
Timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah memicu
dalam keresahan masyarakat sekitar dikarenakan masayarakat didak bisa
melaksanakan kegiatan dengan tenang, sehingga menimbulkan ketidak
percayaan untuk keluar dari rumah pada malam hari. Serta kecemasan dalam
rumah tangga ketika salah satu keluarga dalam rumah tangga tersebut
melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak yang pulang dari sekolah, serta
masyarakat yang henak pulang kerumah dan lain sebagainya. Timbulnya
kecemasan tersebut masyarakat merasa cemasa akan hal tersebut karena takut
terjadi pada dirinya.?®
3. Timbulnya Luka-Luka Terhadap Korban
Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban menimbulkan
luka-lukat baik luka ringan maupun luka berat sehingga. Dalam timbulnya luka
terhadap seseorang yang disebabkan dari tindak pidana kekerasan akan
menimbulkan penyakit atau halangan dalam beraktifitas jabatan atau pekerjaan
yang dilakukan sehari-hari oleh korban.*°
Maka dari itu ketika seorang pelaku yang melaksanakan tindak pidana

yang mengakibatkan luka-luka terhadap seseorang akan di kenai sanksi pidana

2% 1bid, hal. 189
30 http://www.gresnews.com/berita/tips/81865-mengenal-tindak-pidana-penganiayaan-berat,
jum’at, 09 Mei 2019, pukul 01:25 WIB
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seperti yang telah diatur dalam pasal 352 apabila mengalami luka ringan yang
berbunyi:3!

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam
menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam karena penganiayaan ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang
melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi
bawahannya”.

Sedang apabila mengakibatkan luka berat, Penganiayaan berat berarti
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam
hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal

351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka

berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."”

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
(Begal).

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya
dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi
baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi
Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau
dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana
yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana

pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

31 1bid
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pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan
sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.®2

Pencurian dengan kekrasan merupakan salah satu persoalan yang serius di
Indonesia. Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga
dengan perampokan atau dengan bahasa awamnya BEGAL. Pencurian dengan
kekerasan dan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Kitab Uundang-
Undangn Hukum Pidana pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP pada kasus
pencurian adalah menggunakan upaya kekerasandan atau ancaman kekerasan
untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya,
artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan
terhadap kejahatan pokok (pencurian).

Kasus pencurian biasa disebut pencurian dengan kekerasan bila sudah
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan.
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

milik orang itu atau milik orang lain.

3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang
4. Dengan maksud agar menguntungkan.
Berdasarkan pasal 365 KUHP

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

32 R.Soeroso, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal. 40
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kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam
kereta api atau trem yang sedang berjalan;

b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu;

d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan
dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 menyebutkan diantaranya diancam dengan pidana penjara selama
lamanya 9 tahun, pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,
untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang di curinya.

Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan yang disebut masyarakat
sebagai begal, yang dimana dalam unsur dalam pasal 365 ayat (1) mnimbulkan
suatu unsur kekerasan yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korbannya, unsur

tersebut yaitu:
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1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman

2. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau

sebagian milik orang lain

3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang

4. Dengan maksut agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain

dengan melawan hukum.33

Dari sanksi pidana dari pasal 365 KUHP yang dimana yang diberatkan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada umumnya akan
dihukum seperti yang telah di tentukan di pasal tersebut. Selain dari pasal 365
pelaku tindak pidana pencurian bisajuga dikenai sanksi pidana seperti antara lain
sebagai berikut:

Pasal 362:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Maksuda dari pasal 362 diatas bahwasanya bagi setiap orang yang
mengambil barang seseorang dengan untuk memilikinya secara utuh maka pelaku
tersebut diancam dengan tindak pidana pencurian. Dikarenakan pelaku tersebut

telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memberatkan orang lain dengan

cara mengambil barang orang tersebut.

3 Ahmad Syarif Abdillah, Hukuman Dagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan, Jurnal Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1, Al-Jinayah, Grobongan, 2015, hal. 285
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Pasal 363
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) Pencurian ternak

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa
bumi,atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar,kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya
perang.

3) Pencurian  di  waktu malam dalam  sebuah  rumah atau
pekarangantertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang
yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atauuntuk sampaipada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci
palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah
satuhal dalam butir 4 dan5, maka diancam dengan pidana penjara paling
lamasembilan tahun.

Pencurian yang di klasifikasi berdasarkan pasal ini menunjukkan pada pencurian
yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena
pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu maka pada hukuman yang

diberikan terhadap pelaku pencurian ini hukuman yang berat juga.

Pasal 364
Perbuatan yang terateragan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir4,begitu
pun perbuatan yang di terangkan dalam pasal 363 butir5.apa bila tidak di
lakukan dalam sebuah rumah atau pekaragan tertutup yang ada rumah ya ,jika
harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah .di acam
kerena pencurian ringan degan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pida
denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dari uraian diatas bahwasanya setiap pelaku yang mengakibat kan tindak

pidana yang merugikan serta timbulnya kekerasan maka pelaku tersebut akan
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dikenai sanksi pidana seperti yang telah di atur dalam suatu perundang-undangan.
kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri.
Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka
semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.
Penulis tidak sependapat bila kejahatan itu dikaitkan sebagai bagian dari hasil
budaya, prinsipnya arti budaya itu sesungguhnya suatu yang indah dan baik
sehingga budaya adalah suatu hasil karya nyata yang suatu masyarakat.>*
Mengenai pemakaian teknologi atau alat canggih dalam melakukan
kejahatan itu bukanlah hasil budaya tetapi hasil teknologi yang disalahgunakan.
Pencurian dengan kekerasan, sebelum teknologi modern para pelaku
mengandalkan tangan kosong, benda tajam, parang, potongan kayu atau benda
keras lainnya, namun hasil dari kemajuan teknologi, oleh pelaku kriminal
disalahgunakan misalnya dengan memakai senjata api dan semacamnya. Dengan
memakai teknologi, pelaku beraksi dengan sangat berani baik di waktu siang

maupun malam hari.

3 Abdul Wahid, Kriminologi Dan Kejahatan Kntemporer, Lembaga Penertbit Fakultas
Hukum Unisma, Malang, 2008, hal. 21



BAB 111

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG
MELAKUKAN BEGAL

. Faktor Ekonomi Yang Meyebabkan Teradiya Tidak Pidana Pencurian

Dengan Kekerasan

Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan yang mencolok
antara si kaya dan si miskin, disamping dipengaruhi kemewahan orang melakukan
perampokan karena ingin hidup mewah dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai
keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi.
Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibanding populasi penduduk Hamparan
Perak, maka pelaku tidak mempuyai pekerjaan tetap, atau hanya sebagai pekerja
musiman dengan upah yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka
pengangguran.

Menurut  Arisetoteles, kemiskinan  menimbulkan  kejahatan  dan
pembrontakan. 3® Selanjutnya Aristoteles berpendapat kejahatan kecil dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan hidup, kejahatan besar untuk mendapatkan
kemewahan.3® Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak
setiap negara, sampai saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang

kaya dan subur alamnya melimpah ruah, kenyataan menunjukkan penduduknya

21

% Wahyu Mulyono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal.

% 1bid , hal. 22
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banyak hidup dalam kemiskinan. Sehingga Plato mengatakan bahwa disetiap
negara dimana terdapat banyak orang miskin, secara diam-diam terdapat penjahat.

Dimana yang terjadi di kota hamparn perak, yang mengakibatkan adanya
kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang pada
umumnya timbulnya pelaku kejahatan pada harta benda dalam kebutuhan yang
mendesak.®’

1. Menutupi kebutuhan hidup sehari-hari

2. Biaya pengobatan/rumah sakit

3. Biaya sewa rumah/tempat tinggal

4. Bayar hutang

5. Berpoya-poya dan membeli barang mewah

Sebagai terlihat dalam uraian diatas intensitas pencurian dengan kekerasan
yang terjadi dikawasan Hamparan Perak disebabkan karena kemampuan
prekonomian pelaku kurang mendukung untuk hidup layak sehingga pelaku
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Terlihat bahwa dari pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut
disebabkan karena tingkat pekerjaan di wilayah Hamparan Perak sangat kurang.
Sehingga pelaku dalam kebutuhan pokoknya sangat kurang memadai, yang

dimana dalam kebutuhan sehari-hari yang kurang memadai seperti kenaikan harga

37 wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kepolsek Hamparan Perak, Sabtu 11 Mei
2019 Pukul 10:50 WIB
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bahan pokok, harga BBM dan lain sebagainya. 3 Sehingga pelaku terpakasa

melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Faktor Pendidikan Yang Kurang Hingga Seseorang Melakuka Tidak Pidana
Pencurian Degan Kekerasan
Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang
melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini
disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti
aturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Faktor pendidikan adalah
salah satu kaktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan suatu tidak
kejahatan seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan. pendidikan
merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana
yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut
memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/ kerugian tertentu.
Berdasar-kan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya
mengatakan, “Saya ini cuman lulus SD, sekarang susah cari kerja kalau tidak
sekolah tinggi, yah terpaksa lah begini, daripada tidak bisa makan.”3° Selain itu,
hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal

yang baik dan yang buruk juga kurang.

3 Wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hamparan Perak, Sabtu 11 Mei
2019, Pukul 10:50 WIB

39 Wawancara Dengan Bapak Azuar Kapolsek Hamparan Perak, Mengutip Dari Pengakuan
Dengan Inisial AH, KS, HR, RM, Sabtu 11 Mei 2019, Pukul 11:10 WIB
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Dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan
moral dan tingkahlaku sesorang. Pendidikan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya
peradaban individu, jika seorang berpendidikan cukup maka akan berpengaruh
pula pendidikan moral, karena mereka mampu membaca/memahami dengan benar
tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi didunia ini.
Pendidikan bukan hanya di dapat di bangku sekolah atau pendidikan formal,

melaikan didapat juga dari pendidikan dari keyakinan beragama dan sebagainya.*°

C. Faktor Lingkungan Masyarakat Yang Menjadi Penyebab Seserag Melakuka
Tindak Pidana Pencurian Dega Kekerasa.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan
dimana seseorang itu berada, dalam pergaulan yang bebas dan peniruan suatu
lingkungan yang mempengaruhi keperibadian dan tingkahlaku seseorang dimana
dalam pergaulan yang berupa lingkungan keluarga dan/atau lingkungan
masyarakat itu sendiri. Seperti pergaulan dengan teman-teman dan tetangga
merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu
menunjukan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta

kepribadian seseorang.

40 Achmad Allang, Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Presfektif Kriminologi Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu, Vol 2 Nomor 1., Fakultas Hukum Universitas Tadulako,
Sulawesi Selatan, 2016, hal. 193
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kapolsek Hamparan Perak pelaku
kejahatan pencurian dengan kekerasan, pelaku tersebut melakukan kejahatan
dengan menggunakan senjata air sofgun yang dimana dalam pelaksanaannya
bersama-sama dengan teman, sehingga pelaku tersebut merasa percaya diri ketika
saat melaksanakan kejahatan tersebut bersamaan dengan teman, artinya pengaruh
lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu
kejahatan.*

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang
memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian dan kekerasan. Seseorang
yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya
tindakan kriminal seperti contoh tindak pinana pencurian dengan kekerasan
tersebut, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindakan tersebut. Banyak
hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak
kejahatan (pencurian dengan kekerasan). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan
dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan
seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri dan lain sebagainya.

Dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka dari pertanggung
jawaban yang awalnya adalah orang tua. Orang tua bertanggungjawab atas apa
yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa ‘“buah jatuh

tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di

41 Hasil Wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hamparan Perak, Sabtu 11
Mei 2019, Pukul 10:50 WIB
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dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam
pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga
mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Oleh karena itulah
orang tua memeiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak
melakukan tindak kejahatan.*?

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga
pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama
berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak
yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut
bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk
melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya. Sutherland
menemukan istilah Different Association untuk menjelaskan proses belajar tingkah
laku kriminal melalu interaksi sosial tersebut. Sehingga dari faktor lingkungan
keluarga dan pergaulan yang tidak mendidik mengakibatkan jadidiri seseorang
tersebut menjadi burukk sehingga berkenan melaksanakan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan.

Ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan tindak kriminal seperti tindak
pidana pencurian dengan kekerasan, dimana dalam pembelajaran yang timbul dari

faktor lingkungan hidup yang kurang, antara lain:*

42 Dwi Stiyani, Tinjauan Krimonologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan
Senjata Tajam, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, hal. 68
43 T. Efendi, Objek Kriminologi, Pustaka Harapan, Jakarta, 2009, hal. 74
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a) Tingkah laku kriminal dipelajari
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dari interaksi dengan orang lain dalam suatu
proses komunikasi
c) Pergaulan antara klompok-klompok radikal
d) Pelaksanaan tindak kriminal yang melakukannya dengan bersamaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa, Penulis dapat
menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan pencurian dengan kekerasan yang
terjadi di wilayah hukum Hamparan Perak disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu
faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Selain itu faktor
korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pencurian dengan
kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Mayoritas memilih perempuan
sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat
kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan pencurian dengan
kekerasan. Adapun alasan pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api
adalah untuk mempermudah dalam melakukan aksinya, untuk mengancam
korbannya agar mereka merasa takut dan meyerahkan harta benda miliknyaserta
untuk melindungi dirinya sendiri. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk

lain dari penyakit masyarakat.



BAB IV
PERAN KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK DALAM

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA BEGAL

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak
samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “politeia” di Jerman
dikenal dengan istilah “polizei”#* di Amerika Serikat dikenal dengan nama
“sheriff. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan
perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan
masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa
“Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat”.*

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah
segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisisesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi danlembaga polisi.

4 Sadjijono, Memahapi Hukum Kepolisian, Cetakan I, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta,
2010, hal. 1.
%5 |bid, hal. 56
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1. Tugas kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat. (Pasal 13 Undang —-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia)Untuk mendukung tugas pokok
tersebut di atas, polisi juga memilikitugas-tugas tertentu sebagaimana
tercantum dalam Pasal 14 ayat (1)Undang—Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republikindonesia.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada
dasarnyatugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan,
ketertiban,menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda
dan  masyarakatserta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat
terhadapperaturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan
tugasyang keduaadalah tugas represif.Tugas ini untuk menindak segala hal

yangdapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.
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Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentangKepolisian Negara
Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satufungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat,
penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanankepadamasyarakat.
Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yangditetapkan
sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankanfungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.*®
. Wewenang kepolisian

Disamping  memiliki  tugas-tugas  tersebut di  atas, polisi
memilikiwewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia,yaitu sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapatmengganggu ketertiban umum;

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

d. Mengawasi  aliran yang dapat  menimbulkan  perpecahan
ataumengancampersatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup

kewenanganadministratif kepolisian;

46 Sadjijono. Op.Cit, hal. 64
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Melaksanakan ~ pemeriksaan ~ khusus  sebagai  bagian  dari

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam
rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaanputusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpanbarang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan

tugas di bidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-Undang no 02 tahun

2002 tentang kepolisian republik Indonesia adalah:

a.

b.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan.

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangka penyidikan.

. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri.
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e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi
yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawali
negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Hal tersebut merupakan kewenangan dan tugas kepolisian dalam melaksanakan
fungsinya sebagai lembaga negara.

B. Kendala Yang Di Alami Kepolisian Sektor Hamparan Perak Dalam
Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
(Begal).

Kecamatan Hamparan perak merupakan salah satu wilayah kecamatan

dengan letak wilayah seluas 230,15 km? atau sebesar 9,21% di Kabupaten Deli
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Serdang, Provinsi Sumatera Utara.*’ Daerah tersebut merupakan daerah yang
terdiri dari 20 desa dengan rincian desa/kelurahan sebagai berikut: Bulu Cina,
Hamparan Perak, Klambir, Klambir Lima Kampung, Klambir Lima Kebun,
Klumpang Kampung, Klumpang Kebun, Kota Datar, Kota Rantang, Lama, Paluh
Kurau, Paluh Manan, Paya Bakung, Sei Baharu, Selemak, Sialang Muda, Tandem
Hilir I, Tandem Hilir 11, Tandem Hulu I, Tandem Hulu 11.48

Dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk menanggulangi tindak
pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Sektor Hamparan Perak tidak
memiliki kendala atau hambatan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara
penulis dengan narasumber yakni Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak,
Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. beliau mengatakan bahwa “dalam
melaksanakan tugas tidak ada kendala, karena semua tugas polisi sudah lancar
dilaksanakan dan hasilnya sekarang tidak ada lagi begal yang berani masuk
kawasan hamparan perak.”*

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan minimnya tindak pidana pencurian
dengan kekerasan di kecamatan Hamparan Perak, berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan narasumber, di tahun 2018 hanya 1 kasus tindak pidana pencurian

dengan kekerasan. Di mana hal tersebut juga telah berhasil di tindak oleh

47 Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka,
BPS Kabupaten Deli Serdang, Deli Serdang, 2018, hal.10.

48 Profil Kecamatan & Desa Kabupaten Deli Serdang, Daftar Desa di Kecamatan Hamparan
Perak, https://sikesa.deliserdangkab.go.id/desa-1-hamparan-perak.html Diakses Pada Hari Minggu, 12
Mei 2019, Pukul 12:10 WIB.

49 Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11
Mei 2019 Pukul 11:00 WIB.
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Kepolisian Sektor Hamparan Perak. Ada sebanyak 14 Unit Kendaraan Bermotor
dengan jenis kendaraan Sepeda Motor hasil tindak pidana pencurian dengan
kekerasan (begal) yang berhasil ditemukan dengan melakukan penggerebekan di
kediaman pelaku di Jalan Almanar Klumpang. Pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan tersebut juga sudah 2 (dua) kali ditangkap dengan perkara yang
berbeda-beda.*

Kepolisian Sektor Hamparan Perak juga memberikan perhatian khusus
kepada beberapa daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian
dengan kekerasan yaitu di daerah Pasar IV Klumpang dan daerah sekitaran
Banjaran menjadi fokus utama Kepolisian Sektor Hamparan Perak dalam
mengawasi daerah tersebut terkait dengan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.®!

C. Perananan Kepolisian Sektor Hamparan Perak Dalam Memberantas Tindak
Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat
ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan
tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling
melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa

penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum

%0 Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11
Mei 2019 Pukul 11:05 WIB.

51 Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11
Mei 2019 Pukul 11:08 WIB.
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pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu
waktu dan untuk masa yang akan datang”.%?

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum
terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara
atau lembaga pemasyarakatan, selain itu juga efektifitas kejahatan hanya mungkin
dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi
kesadaran dan ketertiban nyata. Upaya dalam penanggulangan dalam hal ini diartikan
sebagai usaha untuk mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian
dengan kekerasan khususnya diwilayah Hamparan Perak. Seperti di jelaskan
sebelumnya, Kepolisian Sektor Hamparan Perak dapat ,melakukan berbagai tindakan
baik mencegab ataupun dalam mengamankan pelaku agar pelaku jera dalam
melakukan tindakan kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan
pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah
sulit. Olehkarena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian
Sektor Hamparan Perak dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan

Hamparan Perak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

52 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
2002, hal. 1.
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Sebagai pihak berwajib dan pihak yang memiliki wewenang dalam mengatasi

tindak kejahtan serta pihak yang memiliki tugas dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat, pihak kepolisian memiliki tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan

kelancaran berlalu lintas

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum,
serta ketaatan masyarakat terbadap hukum dan peratu ran  perundang-
undangan

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terbadap kepolisian
kbusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa

Melakukan penyelidikan-penyelidikan terbadap semua tindakan pidana sesuai
dengan hukum acara dan peraturan yang ada

Menyelenggarakan identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium porensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian



55

8) Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepetingan dalam
lingkup tugas kepolisian
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan
bidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan
dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
instansi atau pihak berwenang
11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik
bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak
hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang
bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu
kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan
menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.
Dalam hal ini kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering
disebut sebagai begal merupakan suatu bentuk kejahatan yang meresahkan
masyarakat dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu hal ini
termasuk kedalam tugas pokok pihak kepolisian. Tentunya hal ini perlu dilakukan
upaya-upaya terbaik dan strategis dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini juga tidak
lepas dari kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian, agar kedua belah

pihak bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengatasi masalah ini.
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Beberapa upaya penanggulangan terbadap maraknya aksi-aksi pencurian
dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Sektor Hamparan Perak adalah sebagai
berikut: Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk
menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan)
atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun langkah yang di
lakukan adalah berikut:53

a. Upaya Preventif
1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya
kejahatan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya
melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu
kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
b. Upaya Represif
Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh
pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan
kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut
adalah sebaagai berikut:
a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor

kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan

53 Bonger, Pengantar Tentang Keriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta,
1981, hal. 15
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sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana
dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku
tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu
yang berbedabeda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan
sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di
jalan.

c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal
KUHP.

Upaya-upaya represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Hamparan

Perak untuk menekan kejahatan termasuk disini kejahatan begal (pencurian

dengan kekerasan) di wilayah Hamparan Perak yaitu dengan melakukan

operasi-operasi yang secara kontinyu dilakukan. Operasi-operasi tersebut
dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari

diadakannya operasi tersebut para pelaku kejahatan tertangkap.



A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1.

Perbutan yang dilakukan oleh pelaku begal merupakan kejahatan yang bersifat
merampok, mencuri, merampas hak orang lain dengan secara paksa. Dan begal
hanylah bahasa khusus yang beredar di lingkungan masyarakat, dalam
membedakan karena begal hanya dijalanan dan pada pengendara sepeda motor
orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai
membunuh korban-korban.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak
pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, faktor-faktor tersebut adalah
faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan dari pelaku tersebut.
Intensitas pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikawasan Hamparan Perak
disebabkan karena kemampuan prekonomian pelaku kurang mendukung untuk
hidup layak sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.

Beberapa upaya penanggulangan terbadap maraknya aksi-aksi pencurian
dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Sektor Hamparan Perak adalah
sebagai berikut: Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di
tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode

preventif (pencegahan) atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi).
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B. Saran

1.

Perlunya kebijakan terbaru terkait dengan tindak pidana pencurian dengan
kekerasan, peningkatan hukuman diperlukan agar efek jera yang diberikan lebih
efektif lagi

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar tindak pidana pencurian dengan
kekerasan dapat diminimalisir keberadaannya, peningkatan upaya preventif
tidak hanya di pihak kepolisian akan tetapi juga di kalangan masyarakat.
Kiranya Kepolisian Sektor Hamparan Perak dapat mempertahankan prestasinya
dalam menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan
upaya yang maksimal maka tingkat keamanan di wilayah kecamatan Hamparan

Perak juga ikut meningkat dan masyarakat sekitar juga merasakan efeknya.
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